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ABSTRACT : 

Legal provisions regarding the principle of nebis in idem  in criminal law in indonesia contained in 

the article 76 of the criminal code. In this article there is a legal basis called “nebis in idem”. Which 

means that the judge’s decision has permanent legal force against a criminal case, then the case of the 

crime cannot be prosecuted the second time. In this case the authors conducted a study of approach to 

the case of pretrial decision number 19/PRA.PER/2016/PN.SBY. Related to this, the the problem is : 

whether the principle of nebis in idem in a pretrial decision is in accordance with the rule of law,  and 

how the judge conciders the application of the principle of nebis in in idem in a pretrial decision. In 

this study the method used normative legal research, and use statute approach, conseptual approach, 

and case approach.  This study concluded that the principle of nebis in idem was in pretrial is 

breaking the law, because pretrial not related to examination of the subject matter.  This study also 

concluded that if the determination of a suspect was canceled by pretrial, law enforcement officials 

can determine the person concerned as a suspect again according to the rules in supreme of court 

number 4 of 2016 and the decision of the constitutional court number of 21/PUU-XII/2014. these 

rules form the basis for law enforcement officials to issue new investigative, constitutional court 

decision number 42/PUU-XV/2017 explain the conditions for issuing a new investigation warrant 

that is at least two new evidence that has never been submitted in a pretrial hearing. 
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ABSTRAK : 

Ketentuan hukum mengenai Asas nebis in idem dalam hukum pidana di indonesia diatur dalam 

Pasal 76 KUHP, Dalam Pasal ini diletakkan suatu dasar hukum yang biasa disebut “Nebis in idem” 

yang artinya bahwa putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap suatu perkara tindak 

pidana, maka perkara tindak pidana tersebut sudah tidak dapat lagi dilakukan penuntutan yang 

kedua kalinya. Maksud putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan hakim yang 

sudah melalui pemeriksaan pokok perkara dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini 

penulis melakukan penelitian terhadap pendekatan kasus Putusan Praperadilan Nomor 

19/PRA.PER/2016/PN.SBY. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan 

adalah: Apakah Asas nebis in idem dalam putusan praperadilan sesuai dengan ketentuan hukum, 

serta bagaimana pertimbangan Hakim terkait penerapan asas nebis in idem dalam putusan 

praperadilan tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan 

konseptual. Studi ini menyimpulkan bahwa asas nebis in idem dalam praperadilan bertentangan 

dengan ketentua hukum karena praperadilan tidak berhubungan dengan pemeriksaan pokok 

perkara. Studi ini juga menyimpulkan bahwa apabila penetapan tersangka dibatalkan oleh 

praperadilan, penyidik bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi sesuai dengan 

ketentuan dalam PERMA Nomor 4 tahun 2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-

XII/2014. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi penyidik dalam menerbitkan Sprindik baru, 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 menjelaskan persyaratan dalam 

menerbitkan Sprindik baru yakni paling sedikit dua alat bukti baru yang belum pernah diajukan 

dalam sidang praperadilan. 

Kata Kunci: Putusan, Nebis in idem, Praperadilan 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

      Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal itu didasari oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam lingkup Negara hukum yang 

dijadikan landasan Negara ini, maka Negara wajib dan harus melindungi kepentingan 

rakyat. Kepentingan disini diartikan sebagai pelindungan hukum kepada rakyat atau 

masyarakat, apabila individu atau kelompok dalam masyarakat berhadapan dengan 

hukum. Dalam hal adanya suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, maka seseorang 

tersebut akan berhadapan dengan hukum Negara yaitu hukum pidana, ruang lingkup 

hukum pidana terdiri atas hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana 

(formil). Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalakankan hukum pidana substansif 

(materiil) sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.1  

      Dalam buku “Hukum Acara Pidana Indonesia” oleh Andi Hamzah yang mengutip 

pernyataan dari W.P.J. Pompe dan D. Simons. Pompe menyatakan, bahwa hukum pidana 

(materiil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang 

seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma. Sedangkan 

Simons menyatakan, bahwa sebagai berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan 

tentang syarat-syarat dapatnya dipidana dan aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada 

siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Dalam hal hukum pidana formal (hukum 

acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan 

haknya untuk menjatuhkan pidana.2  Selain itu menurut Moeljatno, hukum acara pidana 

adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang memberikan 

dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa 

ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada 

sangkaan bahwa seseorang telah melakukan delik tersebut.3 Dalam membicarakan hukum 

pidana dan hukum acara pidana tentu saja keduanya tidak dapat di pisahkan dan keduanya 

saling berkaitan. Keterkaitan tersebut dapat kita lihat secara nyata berdasarkan fungsi dari 

hukum  acara pidana, dimana fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk melaksanakan 

atau menegakkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana.4 Setiap terjadinya 

tindak pidana yang menimbulkan kerugian dan korban bagi pihak lain. Maka pelaku tindak 

pidana akan dijatuhkan suatu hukuman sebagai sanksi hukum atau pertanggungjawaban 

terhadap pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian tujuan 

umum dari pembentukan hukum pidana adalah untuk memberikan sanksi hukum dan 

sekaligus juga untuk menegakkan hukum dan keadilan ditengah-tengah masyarakat tanpa 

membedakan Suku Agama Ras ataupun Golongan (SARA). Salah satu ketegasan dan 

keadilan yang ditentukan dalam hukum pidana dinyatakan dalam Pasal 76 KUHP, BAB 

VIII, tentang gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya hukuman yang menyatakan:  

1. Kecuali dalam putusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut 

sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara 

                                                           
1 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 4. 
2 Ibid., 
3 Moeljatno, Hukum Acara Pidana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981. h.1. 
4 Hari Soeskandi, Hukum Acara Pidana : Sebuah Ringkasan Tentang Pemeriksaan Pendahuluan 

Menurut Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, FH Untag, Surabaya, 2017. h.1. 
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Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Dalam artian Hakim 

Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang 

mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.  

2. Menyatakan jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh 

dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal: a.Pembebasan 

atau pelepasan dari penuntutan hukuman; b.Putusan hukuman dan hukumannya habis 

dijalankannya, atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan 

karena lewat waktunya).  

      Ketentuan hukum yang ditegaskan diatas dalam hukum pidana disebut  dengan nebis in 

idem, yang artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) 

yang baginya telah diputuskan oleh Hakim.5 Prinsip yang diatur dalam Pasal 76 KUHP atau 

dalam bahasa latin disebut asas nebis in idem yang mempunyai arti penting bahwa putusan 

hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap suatu perkara tindak pidana, maka perkara 

tindak pidana tersebut sudah tidak dapat lagi dilakukan penuntutan yang kedua kalinya6.  

      Berlakunya dasar hukum nebis in idem itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap 

seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim 

dengan vonis yang tidak diubah lagi, dimana putusan tersebut berisikan: 

a. Penjatuhan hukuman (Veroordering). Dalam hal ini oleh Hakim diputuskan bahwa 

terdakwa terang salah dan telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan 

kepadanya; atau 

b. Pembebasan dari penuntutan hukuman (Onstlag van rechtsvervolging). Dalam hal ini 

hakim memutuskan bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan 

dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau 

terdakwanya kedapatan tidak dapat dihukum, karena tidak dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu, atau; 

c. Putusan Bebas (Vrijspraak). Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa 

yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.7 

      Pelaksanaan asas nebis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas 

Nebis In Idem, agar asas nebis in idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian 

bagi pencari keadilan dengan menghindari putusan yang berbeda. Ketika disahkannya 

KUHAP menggantikan HIR (Herziene Inlands Reglement) membawa perubahan dalam 

penegakan hukum di Indonesia. Adanya perhatian dan penghargaan atas hak-hak asasi 

tersangka atau terdakwa yang selama ini diabaikan oleh HIR, menjadi ketentuan 

fundamental yang diatur di dalam KUHAP. Hal ini memberikan jaminan kepada tersangka 

atau terdakwa untuk melakukan tuntutan atau gugatan atas setiap upaya paksa yang 

dilakukan aparat penegak hukum melalui lembaga Praperadilan, agar membuktikan 

apakah setiap upaya paksa tersebut sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.  

      Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan 

tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar 

                                                           
5 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap 

Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1980, h. 90. 
6 Roni Wiyanto, Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012. h. 368. 
7 R. Soesilo, Loc. Cit., 



5 
 

dalam melaksanankan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena 

tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu 

sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. 

Arti dari praperadilan dalam KUHAP dapat dipahami dari bunyi Pasal 1 butir 10 KUHAP 

yang menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan 

memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:  

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka 

atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;  

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas 

permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;  

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak 

lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan. 

      Namun ketentuan pasal tersebut kewenangan praperadilan diperluas oleh Mahkamah 

Konstitusi (MK) berdasarkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Artinya jika di dalam Pasal 

77 huruf (a) KUHAP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas sah atau tidaknya 

penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan 

ini Mahkamah Konstitusi memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya 

penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Apabila mengacu kepada prosedur 

praperadilan yang salah satu obyeknya adalah memeriksa sah atau tidaknya penetapan 

tersangka maka dapat disebutkan bahwa pemeriksaan praperadilan belum sampai kepada 

pokok perkara. Dalam perkara pidana sendiri yang disebut dengan putusan yang 

berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan 

banding atau kasasi, putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam 

waktu yang ditentukan oleh KUHAP, dan atau putusan Kasasi. 

      Pengajuan praperadilan yang seharusnya memiliki arti penting dalam rangka penegakan 

hukum, melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban 

kesewenang-wenangan aparat penegak hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan 

hingga penetapan sebagai tersangka. Namun seringkali hakim praperadilan melakukan 

kekeliruan nyata, dimana judul perkaranya praperadilan akan tetapi substansinya telah 

memasuki pokok perkara, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga 

praperadilan yang semestinya menjadi pertimbangan hukum dan putusannya bersifat 

pembuktian administratif. Dalam menjalankan tugasnya Hakim harus memperhatikan 

segala aspek dalam membuat putusannya, yaitu mulai dari kehati-hatian serta dihindari 

sedikit mungkin ketidakcermatan yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan 

adanya kecakapan terknik dalam membuatnya.8 

      Kenyataan yang terjadi dalam praktek justru sebaliknya, Hal ini terbukti sudah tercatat 

ada putusan praperadilan di Pengagadilan Negeri Surabaya yang menimbulkan polemik, 

yakni putusan Nomor 19/PRA.PER/ 2016/ PN.SBY terkait kasus dugaan korupsi dana 

hibah Kadin dengan tersangka La Nyalla Mattaliti. Dalam putusan Nomor 19/PRA.PER/ 

2016/ PN.SBY. hakim tunggal praperadilan dalam salah satu pertimbangannya 

menyatakan: “Penyidikan untuk kedua kalinya atas dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa 

                                                           
8
 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan 

Permasalahannya, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, h. 155 
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Timur kepada Kadin tersebut haruslah dinyatakan sebagai perkara nebis in idem maka 

penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak 

sah dan melanggar hukum" 

2.  Rumusan Masalah 

a) Apakah Asas Nebis in idem dalam putusan praperadilan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku? 

b) Bagaimana pertimbangan hakim terkait penerapan Asas Nebis in idem dalam putusan 

Praperadilan Nomor 19/PRA.PER/ 2016/ PN.SBY ? 

3. Metode Penelitian 

      Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif yang mengacu kepada 

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan.9 Penelitian hukum normatif ini adalah untuk menghasilkan ketajaman analisis 

hukum yang didasarkan pada doktrin dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam 

sistem hukum, baik yang telah tersedia sebagai bahan hukum maupun yang dicari sebagai 

bahan kajian guna memecahkan problem hukum faktual yang dihadapi masyarakat.10 

B. PEMBAHASAN 

1. Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Praperadilan 

      Pada umumnya asas nebis in idem selalu diterapkan dalam peradilan biasa, setelah 

dilakukannya pemeriksaan pokok perkara hingga lahir putusan yang berkekuatan hukum 

tetap. Namun seiring berkembangnya waktu  setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 

putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi memperluas ranah praperadilan 

termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Setelah 

putusan tersebut dikeluarkan maka sering terjadi  hakim menerapkan asas nebis in idem 

dalam praperadilan. 

      Secara harfiah praperadilan memiliki arti yaitu : Pra artinya sebelum, sementara 

peradilan artinya proses peradilan itu sendiri, sehingga kalau disambung praperadilan 

adalah sebelum proses peradilan. Maka dapat disebutkan bahwa pemeriksaan praperadilan 

belum sampai kepada pokok perkara. Praperadilan menurut pendapat ahli, Ratna Nurul 

Alfiah dalam bukunya yang berjudul “Praperadilan dan Ruang Lingkupnya”, menyatakan 

bahwa praperadilan ialah sebuah forum terbuka, untuk memeriksa pihak penyidik atau 

jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan 

tindakannya di muka forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasandan 

berlandaskan hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ni, maka tersangka 

atau terdakwa dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan 

perampasan atau pembatasan keerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh 

                                                           
9 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada.Jakarta. 

2004. h. 14. 
10 Johnny Ibrahim. Teori dan metodologi penelitian hukum Normatif. Bayu media publishing. 

Surabaya. Cet. ke II. 2006. h. 73. 
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pihak penyidik ataupun penuntut umum. dalam forum ini pihak penyidik atau penuntut 

umum wajib membuktikan bahwa tindakannya sah dan tidak melanggar hukum.11 

      Pengertian praperadilan dalam KUHAP dapat dipahami dari bunyi Pasal 1 butir 10 

KUHAP yang menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk 

memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:  

a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka 

atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;  

b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas 

permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;  

c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak 

lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan. 

Selanjutnya pasal tersebut diperkuat lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP yang 

pada intinya menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan 

memutus tentang : a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau 

penghentian penuntutan; b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara 

pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam pasal 79, Pasal 80, 

dan Pasal 81 KUHAP diperinci tugas praperadilan itu meliputi tiga hal pokok, yaitu : 

1) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan 

yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri 

dengan menyebutkan alasannya. 

2) Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau 

penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang 

berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. 

3) Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau 

penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penunutan diajukan oleh 

tersangka atau pihak yang berkepentingan kepada kepada ketua pengadilan negeri 

dengan menyebutkan alasannya.12 

 Perluasan Objek Praperadilan 

      Makna perluasan objek praperadilan dalam pembahasan ini, yaitu adanya penambahan 

norma terkait ketentuan yang mengatur objek permohonan praperadilan sebagaimana yang 

diatur dalm Pasal 77 KUHAP. Perluasan ini mengemuka ketika hakim Sarpin Rizaldi 

mengabulkan permohonan praperadilan Budi Gunawan, terkait ketidakabsahan proses 

penetapan tersangka dirinya. Pada saat itu, penetapan tersangka bukan merupakan bagian 

dari objek praperadilan yang dimuat dalam Pasal 77 KUHAP.13 Pada dasarnya, penetapan 

tersangka bagi setiap orang merupakan hal yang tidak dikehendaki, walaupun seseorang 

yang telah divonis sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum itu merasa melakukan 

tindak pidana maupun tidak merasa melakukan tindak pidana. Penetapan tersangka dalam 

sistem perundang-undangan ialah merupakan bagian dari akhir dari suatu penyidikan, 

dimana penyidikan itu sendiri merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti 

                                                           
11 Ratna Nurul Alfiah, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Akademika Presindo, Jakarta, 

1986, h. 2. 
12 Andi Hamzah, Op. Cit., h.190. 
13 Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Genta 

Publishing, Yogyakarta, 2017, h. 51. 
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yang akan membuat terang suatu perkara dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena 

itu proses penetapan tersangka bagi seseorang tidak boleh dilaksanakan apabila tidak sesuai 

dengan ketentuan hukum. hal ini dikarenakan apabila proses penetapan tersangka yang 

dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum akan menimbulkan kerugian yang 

amat besar bagi masyarakat. Alasan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-

XII/2014 memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan antara lain demi 

menghindari tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. 

      Disamping itu perluasan objek praperadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi  

Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak hanya tentang sah tidaknya penetapan tersangka, penyitaan 

dan penggeledahan, tetapi termasuk juga memperjelas makna dari frasa “bukti permulaan”, 

“bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”.14 Berdasarkan putusan itu 

Mahkamah Konstitusi memperluas ranah praperadilan yang meliputi: Penetapan 

Tersangka, Penggeledahan,Penyitaann. 

      Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang 

yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam tahap 

pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup 

dasar untuk diperiksa dipengadilan. 15Pengaturan definisi tersangka dimuat dalam 

ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP. Tersangka diartikan sebagai seseorang karena 

perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku 

pidana. Makna bukti permulaan ditafsirkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana dalam amarnya menyatakan bahwa frasa bukti permulaan, bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak memiiki kekuatan hukum, sepanjang tidak dimaknai minimal 

dua alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Dalam hal menetapkan seseorang 

sebagai tersangka. Bukanlah pekerjan yang mudah. Dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian 

dalam menentukan apakah seseorang itu layak ataukah tidak untuk dimajukan statusnya 

dari saksi/terlapor menjadi tersangka. Sebab penyidik tidak boleh menggunakan 

kewenangannya secara berlebihan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sebab 

dampak dari penyandangan status hukum tersebut dapat merampas hak kemerdekaan 

seseorang berupa dilakukannya penangkapan atau penahanan.16 

      Penetapan seseorang sebagai tersangka bukanlah rangkaian yang berdiri sendiri, 

melainkan tindakan tersebut adalah akhir dari proses pemeriksaan sebelumnya. Karena 

sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, proses pendahuluan yang wajib dilalui 

penyidik adalah melalui penyelidikan dan penyidikan. 

      Definisi  penyelidikan di atur dalam KUHAP dalam Pasal 1 angka 5, yang menyatakan : 

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan 

dalam KUHAP merupakan tindakan pertama aparat penegak hukum untuk mencari suatu 

kebenaran. Dilakukannya penyelidikan bisa didasarkan atas laporan, pengaduan ataupun 

informasi yang didapatkan langsung oleh penyelidik melalui berita cetak atau elektronik.  

                                                           
14 Ibid., 
15 Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana, 

Jakarta, 2017, h. 165. 
16 Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op .Cit., h. 59. 
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Berdasarkan informasi tersebut, penyelidik melakukan penyelidikan guna memastikan 

apakah informasi berupa laporan, pengaduan atau berita tersebut benar-benar merupakan 

peristiwa pidana atau bukan. 

      Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung 

jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang 

bertentangan dengan undang-undang. Setelah ditelusuri dan dipastikan bahwa informasi 

yang dilaporkan, diadukan, atau diketahui tersebut benar-benar merupakan peristiwa 

pidana, maka ada kewajiban dari penyelidik untuk meningkatkan status penyelidikan ke 

tahap penyidikan. 

Adapun pengertian penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang 

menyatakan: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Namun ketika penyidik tidak menemukan dua 

alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. dapat dipastikan 

penyidik tidak bisa menemukan dan menetapkan tersangkanya. Dan penyidik wajib untuk 

menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).17 

      Dalam hal telah dimulainya penyidikan, ada satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : Dalam hal 

penyidik telah dimulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak 

pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Seiring berkembangnya 

waktu Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 130/PUU-XIII/2015 memperjelas 

aturan tersebut bahwa pemberitahuan disampaikan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah 

dikeluarkannya perintah penyidikan. Bukan hanya itu saja, Mahkamah Konstitusi juga 

mewajibkan kepada penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan tersebut 

selain kepada penunut umum, juga kepada terlapor dan korban pelapor. Penyampaian ini 

dalam praktek diistilahkan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).18 

      Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka merupakan 

rangkaian yang diawali dari penyelidikan dan penyidikan. Penetapan tersangka tanpa 

didahului penyelidikan, penyidikan, dan tanpa pemberitahuan dimulainya penyidikan 

(SPDP) kepada terlapor atau korban pelapor sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi 

nomor 130/PUU-XIII/2015, dapat berakibat penetapan tersangka menjadi tidak sah, dan 

dapat dibatalkan lewat proses praperadilan.Selain kewajiban tersebut, penetapan tersangka 

yang didasari atas 2 (dua) alat bukti, harus didahului juga dengan pemeriksaan calon 

tersangka, hal ini berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 21/PUU/XII/2014. Adapun tujuannya adalah, agar tidak terjadi apa yang disebut 

dengan adfire prejudice (persangkaan yang tidak wajar).19 Sangkaan penyidik yang hanya 

berdasarkan laporan dari pelapor, tentu sifatnya sangat subjektif, maka untuk membuat 

objektif penyidik wajib memeriksa terlapor (calon tersangka) terlebih dahulu sebelum 

ditetapkan sebagai tersangka, hal ini bertujuan agar penyidik dalam memeriksa suatu 

laporan dugaan tindak pidana harus berdasarkan informasi yang lengkap dan berimbang. 

Sehingga dalam mengambil keputusan penyidik tidak berada dalam keraguan ketika 

                                                           
17 Ibid., h. 61. 
18 Ibid.,  
19 Ibid., 
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menetapkan seseorang sebagai tersangka dan melanjutkan proses hukumnya atau 

mengambil keputusan untuk menghentikan perkara tersebut. 

 Putusan Yang Dapat Dikategorikan Sebagai nebis In Idem 

      Salah satu ketegasan dan keadilan yang ditentukan dalam KUHP adalah setiap perkara 

pidana yang telah diputuskan oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat 

diperiksa dan disidangkan kembali untuk yang kedua kalinya atau dengan perkataan lain 

biasa disebut Nebis in idem. Diakuinya asas nebis in idem ini terlihat dalam rumusan Pasal 

76 ayat (1) KUHP BAB VIII tentang gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya 

hukuman yang menyatakan: Kecuali yang diatur dalam putusan hakim masih mungkin di 

ulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim indonesia 

terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Nebis in idem sering 

juga disebut nemo debet bis vexari artinya tidak seorangpun atas perbuatannya dapat 

diganggu atau dibahayakan untuk kedua kalinya.20 Dasar pemikiran dari asas ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Untuk menjaga martabat pengadilan (untuk tidak memerosotkan kewibawaan negara). 

Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan itu sendiri jika pemerintah membiarkan 

suatu perkara berlarut-larut dan tidak pernah terselesaikan. Integritas dan kemandirian 

lembaga pengadilan, yang memegang sebagian dari tugas Negara pun akan 

dipertanyakan, bila mengulang-ulangi pemeriksaan suatu perkara. Oleh karena itu, tiap 

perkara harus diselesaikan secara definitif. Karena satu sikap yang bertele-tele dari 

negara justru akan merugikan negara sendiri, karena hal itu akan membuat merosotnya 

kewibawaan negara dimata warga negaranya dan masyarakat dunia pada umumnya. 

2) Untuk rasa kepastian bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan. Implikasi dari 

kondisi yang disebutkan diatas adalah, bahwa warga masyarakat tidak akan merasa 

aman dan hilang kepercayaannya kepada petugas penegak hukum, karena sudah tentu 

ketidakmampuan pemerintah membuat keputusan atas suatu perkara pidana. Sehingga 

hal tersebut menjadi sesuatu yang amat menggelisahkan bagi pemerintah terhadap 

individu yang berhadapan dengan hukum, hal ini melahirkan kondisi ketidakpastian 

atas nasibnya dikemudian hari.21 

      Menurut M. Yahya Harahap unsur nebis in idem baru dianggap melekat pada suatu 

perkara maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 76  KUHP yaitu : 

1) Perkaranya telah di putus dan diadili dengan putusan “positif”. Inilah syarat pertama 

tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah di periksa materi perkaranya di 

sidang pengadilan, kemudian hasil pemeriksaan hakim atau pengadilan telah 

menjatuhkan putusan. 

2) Putusan yang dijatuhi telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi agar dalam suatu 

perkara melekat unsur nebis in idem harus terdapat kedua syarat tersebut.22 

                                                           
20 Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut, dasar penghapus, peringan, dan pemberat pidana, 

Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. h. 13. 
21 Ibid., h. 14. 
22 M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang di 

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Ke 2, Jakarta, Sinar Grafika, h. 450. 
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      Putusan pengadilan yang bersifat putusan positif atau putusan pengadilan yang 

mengenai pokok perkara terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan dapat 

berupa: 

1) Pemidanaan (Sentencing). Kepada diri terdakwa dijatuhi hukum berdasarkan dakwaan 

“peristiwa” pidana yang dilakukannya, dan apa yang didakwakan kepada diri terdakwa 

terbukti sesuai dengan peristiwa yang dilakukannya. 

2) Putusan pembebasan (Vryspraak). Dalam putusan yang seperti ini, peristiwa pidana 

yang didakwakan kepada diri terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan sidang 

pengadilan. 

3) Putusan pelepasan dari segala tuntutan (Onslag van rechts vervolging). 

Perbuatan tindak pidana yang didakwakan sekalipun terbukti namun perbuatan yang 

terbukti itu bukan merupakan tindak pidana.23 

      Dari penjelasan di atas salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk melekatnya unsur 

nebis in idem dalam suatu perkara terhadap diri terdakwa telah dijatuhkan putusan 

“positif” berdasarkan peristiwa tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu 

sekiranya putusan yang dijatuhkan pengadilan dalam suatu perkara pidana itu bukan 

berdasarkan putusan positif atau berisi putusan pengadilan yang tidak mengenai pokok 

perkara yang dituduhkan, maka dalam putusan tersebu t tidak dapat melekat unsur nebis in 

idem. Adapun macam-macam putusan pengadilan yang bersifat “negatif” atau putusan 

yang tidak mengenai pokok perkara menurut M. Yahya Harahap bisa terjadi dalam 

putusan: 

1) Putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Putusan yang dijatuhkan 

disini adalah putusan yang bersifat formal atas alasan surat dakwaan tidak memenuhi 

syarat seperti yang diatur Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Putusan yang dijatuhkan tidak 

bertitik tolak dari hasil pemeriksaan peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan 

kepada diri terdakwa: putusan yang dijatuhkan berada diluar peristiwa pidana, dan 

semata mata didasarkan atas kekurangsempurnaan surat dakwaan. 

2) Putusan yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima. Pengadilan 

berpendapat, apa yang didakwakan kepada diri terdakwa sudah daluwarsa sehingga 

hak jaksa untuk menuntut terdakwa telah gugur. Atau pada saat dakwaan diajukan, 

terdakwa sudah meninggal dunia. 

3) Putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili. Putusan yang 

dijatuhkan atas alasan alasan formal, bukan berdasar peristiwa pidana yang dilakukan 

dan didakwakan kepada terdakwa.24 

      Dalam ketiga bentuk putusan tersebut, tidak mungkin melekat unsur nebis in idem. 

Sebab putusan yang dijatuhkan pengadilan bukan menyangkut pokok perkara pidana yang 

dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa. Karena dalam putusan tersebut pokok 

perkara pidananya belum di sentuh oleh hakim.  

      Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dalam hal sidang 

praperadilan terhadap permohonan sah atau tidaknya penetapan tersangka, maka 

kewenangan hakim disini hanya sebatas memeriksa dan memutus sah atau tidaknya 2 (dua) 

alat bukti yang digunakan penyidik dalam rangka menetapkan seseorang sebagai tersangka. 

                                                           
23 Ibid., 
24 Ibid., h. 451.  
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berkaitan dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan : Hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti 

yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.  

      Adapun kedudukan 2 (dua) alat bukti yang dimaksudkan dalam Pasal 183 KUHAP 

adalah 2 (dua) alat bukti yang sah yang diuji kekuatan pembuktiaannya terhadap suatu 

tindak pidana dalam pemeriksaan sidang pokok perkara di pengadilan. Jika dalam putusan 

praperadilan menetapkan bahwa upaya paksa penyidik dalam hal penetapan tersangka 

tidak sah, maka hal tersebut tidak menyebabkan berlakunya asas nebis in idem 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 KUHP karena seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, bahwa hakim praperadilan hanya berwenang menilai sah atau tidaknya alat 

bukti dalam penetapan tersangka bukan menilai kekuatan alat bukti tersebut. Asas nebis in 

idem sendiri hanya ditujukan pada perbuatan yang dituntut padahal perbuatan tersebut 

sudah diadili dan sifatnya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. 

      Apabila penetapan tersangka sudah berdasarkan atas 2 (dua) alat bukti yang sah, 

ditambah dengan proses yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum, tersangka tetap 

masih memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan pengujian penetapan 

tersangkanya ke lembaga praperadilan.  

Dalam pengujian penetapan tersangka ada 2 (dua) hal yang nantinya akan dinilai, yaitu : 

1) Apakah alat bukti yang menjadikan seseorang sebagai tersangka tersebut diperoleh 

secara sah atau tidak. Berdasarkan putusan MK apabila dalam pemeriksaan 

praperadilan, hakim menemukan bahwa alat bukti yang dipakai penyidik dalam hal 

menetapkan seseorang sebagai tersangka diperoleh  secara tidak sah, maka 

konsekuensinya penetapan status tersangka harus dibatalkan. Namun sebaliknya 

apabila cara menemukan bukti tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara 

pidana, maka hakim juga harus menyatakan bahwa alat bukti yang digunakan penyidik 

tersebut diperoleh secara sah.  

2) Apakah alat bukti yang dipakai penyidik memiliki hubungan yang kuat dengan 

peristiwa hukum yang diproses. Disini dibutuhkan ketelitian penyidik dalam 

melakukan pemeriksaan. Misalnya, penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi, 

harus dapat dipastikan keterangan saksi tersebut ada relevansinya dengan perkara yang 

sementara diproses, jika tidak ada maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki 

kekuatan pembuktian, begitu juga dengan alat bukti lainnya.25 

      Dalam hal penetapan tersangka dibatalkan oleh praperadilan, penyidik bisa menetapkan 

kembali yang bersangkutan sebagai tersangka apabila dalam penyidikan terbaru, penyidik 

menemukan minimal 2 (dua) alat bukti baru sebagaimana yang sudah ditentukan dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi, maka penyidik bisa kemudian menetapkan kembali yang 

bersangkutan sebagai tersangka. Namun apabila tidak ditemukan lagi alat bukti baru, maka 

cukuplah putusan praperadilan yang telah mencabut penetapan tersangka tersebut, sebagai 

akhir cerita proses hukum dalam perkara tersebut.26 

      Setelah diterbitkannya Perma Nomor 4 tahun 2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 21/PUU-XII/2014 menjadi dasar bagi penyidik dalam menerbitkan Sprindik baru 

                                                           
25 Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit. h. 65. 
26 Ibid., h. 66. 
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setelah dikabulkannya praperadilan yang diajukan oleh tersangka. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 menjelaskan persyaratan dalam menerbitkan Sprindik 

baru yakni paling sedikit dua alat bukti baru yang sah yang belum pernah diajukan dalam 

sidang praperadilan. Dengan demikian, penuntutan terhadap seseorang dapat dihapuskan 

berdasarkan nebis in idem apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 

1. Adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap 

tindak pidana yang sama. Keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah 

keputusan terhadap perbuatan atau perkara yang berupa: a.Pembebasan. b.Pelepasan 

dari segala tuntutan hukum. c.Penjatuhan  pidana. Frasa keputusan yang berkekuatan 

hukum tetap dalam Pasal 76 KUHP dalam bahasa belanda disebut gewijdse yang berarti 

keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada alat hukum lagi 

yang dapat dipakai untuk mengubah keputusan tersebut. Jadi sudah tidak ada cara lagi 

untuk melaksanakan upaya hukum lagi, baik berupa verzet, banding maupun kasasi 

ataupun peninjauan kembali.27 

2. Putusan itu dijatuhkan terhadap orang yang sama. Persyaratan ini dinilai dari segi 

subjektif dalam persyaratan nebis in idem bahwa putusan dijatuhkan terhadap orang 

yang sama  dalam sebuah perkara. Vos mengingatkan, bahwa pertanggungjawaban 

pidana bersifat individual (werkt personlijk). Oleh karena itu penuntutan suatu perkara 

pidana bersifat individual. Dalam hal penyertaan , misalnya jika salah satu orang belum 

dituntut maka orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan kesalahannya.28 

3. Perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa sama. Apabila perbuatan yang 

dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu itu, maka harus 

ada feit atau perbuatan yang sama. Ketentuan ini dinilai dari segi objektif dalam nebis in 

idem. Masalah ini merupakan masalah yang paling sukar dan sering menjadi 

perdebatan, seperti halnya dijumpai pada concursus.29 

      Penjelasan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van 

gewijdse) dalam Pasal 76 KUHP ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang berbunyi: Yang di maksud dengan 

“putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah: 1.Putusan 

pengadilan tingkat pertama yang tidak di ajukan banding atau kasasi dalam waktu yang 

ditentukan oleh undang-undang tentang Hukum Acaa Pidana; 2.Putusan pengadilan 

tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-

Undang tentang Hukum Acara Pidana; 3. Putusan Kasasi. 

      Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dalam hal sidang 

praperadilan terhadap permohonan sah atau tidaknya penetapan tersangka, maka 

kewenangan hakim disini hanya sebatas memeriksa dan memutus sah atau tidaknya 2 (dua) 

alat bukti yang digunakan penyidik dalam rangka menetapkan seseorang sebagai tersangka. 

berkaitan dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan : Hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti 

yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.  

                                                           
27 Ali Yuswandi, Penuntusan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidaan, Pedoman 

Ilmu Jaya, Jakarta, 1995, h. 94. 
28 Eva Achjani Zulfa, Op. Cit., h. 18. 
29

 Ibid., 
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      Adapun kedudukan 2 (dua) alat bukti yang dimaksudkan dalam Pasal 183 KUHAP 

adalah 2 (dua) alat bukti yang sah yang diuji kekuatan pembuktiaannya terhadap suatu 

tindak pidana dalam pemeriksaan sidang pokok perkara di pengadilan. Jika dalam putusan 

praperadilan menetapkan bahwa upaya paksa penyidik dalam hal penetapan tersangka 

tidak sah, maka hal tersebut tidak menyebabkan berlakunya asas nebis in idem 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 KUHP karena seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, bahwa hakim praperadilan hanya berwenang menilai sah atau tidaknya alat 

bukti dalam penetapan tersangka bukan menilai kekuatan alat bukti tersebut. Asas nebis in 

idem sendiri hanya ditujukan pada perbuatan yang dituntut padahal perbuatan tersebut 

sudah diadili dan sifatnya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. 

      Apabila penetapan tersangka sudah berdasarkan atas 2 (dua) alat bukti yang sah, 

ditambah dengan proses yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum, tersangka tetap 

masih memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan pengujian penetapan 

tersangkanya ke lembaga praperadilan. Dalam pengujian penetapan tersangka ada 2 (dua) 

hal yang nantinya akan dinilai, yaitu : 

1) Apakah alat bukti yang menjadikan seseorang sebagai tersangka tersebut diperoleh 

secara sah atau tidak. Berdasarkan putusan MK apabila dalam pemeriksaan 

praperadilan, hakim menemukan bahwa alat bukti yang dipakai penyidik dalam hal 

menetapkan seseorang sebagai tersangka diperoleh  secara tidak sah, maka 

konsekuensinya penetapan status tersangka harus dibatalkan. Namun sebaliknya 

apabila cara menemukan bukti tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara 

pidana, maka hakim juga harus menyatakan bahwa alat bukti yang digunakan penyidik 

tersebut diperoleh secara sah.  

2) Apakah alat bukti yang dipakai penyidik memiliki hubungan yang kuat dengan 

peristiwa hukum yang diproses. Disini dibutuhkan ketelitian penyidik dalam 

melakukan pemeriksaan. Misalnya, penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi, 

harus dapat dipastikan keterangan saksi tersebut ada relevansinya dengan perkara yang 

sementara diproses, jika tidak ada maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki 

kekuatan pembuktian, begitu juga dengan alat bukti lainnya.30 

      Dalam hal penetapan tersangka dibatalkan oleh praperadilan, penyidik bisa menetapkan 

kembali yang bersangkutan sebagai tersangka apabila dalam penyidikan terbaru, penyidik 

menemukan minimal 2 (dua) alat bukti baru sebagaimana yang sudah ditentukan dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi, maka penyidik bisa kemudian menetapkan kembali yang 

bersangkutan sebagai tersangka. Namun apabila tidak ditemukan lagi alat bukti baru, maka 

cukuplah putusan praperadilan yang telah mencabut penetapan tersangka tersebut, sebagai 

akhir cerita proses hukum dalam perkara tersebut. 

      Setelah diterbitkannya Perma Nomor 4 tahun 2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 21/PUU-XII/2014 menjadi dasar bagi penyidik dalam menerbitkan Sprindik baru 

setelah dikabulkannya praperadilan yang diajukan oleh tersangka. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 menjelaskan persyaratan dalam menerbitkan Sprindik 

baru yakni paling sedikit dua alat bukti baru yang sah yang belum pernah diajukan dalam 

sidang praperadilan. 
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      Alasan nebis in idem bertentangan dengan undang-undang jika dipakai dalam 

praperadilan dengan alasan penetapan sebagai tersangka yang kedua kalinya Karena 

praperadilan tidak berkaitan dengan substansi perkara. Dengan demikan akibat hukum jika 

putusan pengadilan belum mengenai pokok perkara pidana, maka secara yuridis tidak 

menghilangkan kewenangan jaksa untuk mengajukan terdakwa kembali ke depan sidang 

pengadilan. Oleh karena itu asas nebis in idem berlaku apabila secara hukum acara di 

pengadilan telah memasuki pemeriksaan pokok perkara dan telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap.        

 

2. Pertimbangan Hakim Terkait Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Putusan 

Praperadilan Nomor 19/PRA.PER/2016/PN.SBY 

      Dilihat dari isi putusan praperadilan pada perkara La Nyalla Mattalitti, terdapat 

keputusan hakim yang dinilai kurang tepat, dalam putusn Nomor 

19/PRA.PER/2016/PN.SBY Hakim Tunggal praperadilan menyatakan : 

“Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan tersebut penyidikan untuk keduakalinya 

atas dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kepada Kadin tersebut haruslah 

dinyatakan sebagai perkara nebis in idem maka penyelidikan dan penyidikan yang 

dilakukan termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum”. 

      Dalam penjelasan putusan Nomor 19/PRA.PER/2016/PN.SBY diatas hakim menilai 

perkara tersebut sudah nebis in idem. Jika berlandaskan pada Pasal 76 ayat (1) KUHP, yang 

menyatakan : “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak 

boleh oleh perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili  dengan 

putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim 

pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan tersebut”. 

      Pengajuan praperadilan yang seharusnya memiliki arti penting dalam rangka penegakan 

hukum, melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban 

kesewenang-wenangan aparat penegak hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan 

hingga penetapan sebagai tersangka.  Namun seringkali hakim praperadilan melakukan 

kekeliruan nyata, dimana judul perkaranya praperadilan akan tetapi substansinya telah 

memasuki pokok perkara, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga 

praperadilan yang semestinya menjadi pertimbangan hukum dan putusannya bersifat 

pembuktian administratif.  

      Praperadilan dapat dikatakan sebagai upaya koreksi terhadap penyimpangan yang 

terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan. Adanya ketentuan praperadilan dalam 

KUHAP ini juga merupakan tuntutan bagi pejabat yang terlibat dalam proses penyidikan 

dan penuntutan untuk menjalankan tugasnya secara professional demi tegaknya the rule of 

law.31 Oleh karena itu jika ditinjau dari fungsinya, lembaga praperadilan bukan untuk 

menguji bersalah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang 

merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara, melainkan praperadilan berfungsi 

untuk menguji tentang prosedur penegak hukum dalam melakukan tugas kewenangannya 

khususnya penyidik apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang mengatur 

mengenai prosedur penegakan hukum tersebut. Dalam menjalankan tugasnya Hakim harus 

memperhatikan segala aspek dalam membuat putusannya, yaitu mulai dari kehati-hatian 
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serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan yang bersifat formal maupun materiil 

sampai dengan adanya kecakapan terknik dalam membuatnya.32 

      Setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan yang diajukan oleh 

pemohon dalam permohonan praperadilan nomor 19/PRA.PER/2016/PN.SBY. maka dapat 

dilihat dibawah ini penyebab hakim praperadilan menerapkan asas nebis in idem dalam 

putusan tersebut. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan 

permohonan praperadilan yang diajukan oleh La Nyalla Mattalitti, Beberapa bukti yang 

diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dikesampingkan oleh hakim. Hakim menunjuk 

bukti audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang menyatakan kerugian 

negara atas korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur dinyatakan tidak ada, karena dana hibah 

yang digunakan untuk membeli saham PT. Bank Jatim, sudah dikembalikan. Pengembalian 

menurut Hakim sudah dilakukan sebelum dikeluarkannya putusan dari Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi. Hakim juga merujuk pendapat ahli Hukum Pidana Universitas Gadjah 

Mada, Edward Omar Syarif yang mengatakan bahwa bila pengembalian dilakukan sebelum 

penyidikan, maka bukan tindak pidana. 

      Pada kasus dikabulkannya permohonan praperadilan, menyebabkan dua lembaga 

penegak hukum bersikap bersebrangan, tetapi jika dikaji secara yuridis, keduanya sama-

sama memiliki dasar hukum yang kuat dalam bersikap dan bertindak seperti menerbitkan 

sprindik baru, karena tidak ada ketentuan yang mengatur berapa banyak sprindik yang 

dapat diterbitkan untuk subjek dan objek yang sama. 

      Hemat penulis, ada beberapa hal yang perlu untuk diluruskan dari beberapa 

pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan diatas, yaitu sebagai berikut : 

1) Hakim praperadilan kurang tepat dalam menafsirkan asas nebis in idem yang dianut 

dalam hukum pidana (Pasal 76 KUHP). Sebagaimana dapat diketahui bahwa terdakwa 

La Nyalla Mattalitti belum pernah menjalani pemeriksaan pokok perkara dan dijatuhi 

hukuman yang berkekuatan hukum tetap. 

2) Hakim tidak memberikan pertimbangan yang jelas terkait ditemukannya alat bukti yang 

baru, berbeda dari alat bukti sebelumnya. Sebagaimana bisa diperhatiam bahwa 

penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Hibah KADIN 

tahun 2012 untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim atas nama 

tersangka La Nyalla Mattalitti merupakan hasil pengembangan penanganan perkara 

tindak pidana korupsi penyalahgunaan bantuan Dana Hibah yang diterima KADIN 

Jawa Timur dan  dalam perkara tersebut aparat penyidik menemukan bukti baru terkait 

keterlibatan La Nyalla Mattalitti.  

3) Hakim praperadilan kurang cermat dan kurang teliti karena dalam perkara tersebut 

Jaksa berpendapat ada unsur penyertaan (deelneming), sebab dua terdakwa sebelumnya 

sudah dijatuhi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu 

penerapan asas nebis in idem oleh hakim karena adanya putusan pemidanaan terhadap 

kedua terdakwa sebelumnya yang sudah inkracht kurang tepat karena belum 

terpenuhinya syarat nebis in idem. Syarat tersebut adalah putusannya harus dijatuhkan 

terhadap orang yang sama dalam sebuah perkara, perlu diperhatikan bahwa 

pertanggungjawaban pidana bersifat individual (werkt personlijk). Dalam hal penyertaan, 
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misalnya jika salah satu orang belum dituntut maka orang tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan kesalahannya.33 

4) Hakim telah memasukan materi pokok perkara pada sidang praperadilan yang pada 

dasarnya hanya memeriksa wilayah formiil.  

      Berdasarkan pembahasan ini menurut penulis terdapat kesenjangan antara praktik (das 

sein) dengan seharusnya (das sollen) karena pengaturan dan aspek –aspek terkait dengan 

praperadilan pengaturannya satu dan lainnya tidak sinkron, tidak harmonis, bertentangan 

sehingga berakibat diantara aparat penegak hukum dikatakan ada yang menyalahgunakan 

wewenang atau kekuasaan. Dari kedudukan dan kewenangan kejaksaan menurut undang-

undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, ditentukan tugas dan wewenangnya 

melakukan penuntutan, dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang (Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf d) yang yang menjadi dasar hukum 

penuntutan dan penyelidikan pada berbagai tindak pidana tertentu yang merupakan tindak 

pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian dan lain sebagainya. 

      Berdasarkan ketentuan  tersebut, Kajati Jawa Timur melakukan penyelidikan dan 

penuntutan terhadap kasus dana hibah Kadin Jawa Timur dan menetapkan para 

tersangkanya, khususnya La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka kasus tersebut.  

Pembahasan tentang dikabulkannya praperadilan La Nyalla Mattalitti oleh pengadilan 

Negeri Surabaya, jika dikaji dari ketentuan dalam  KUHAP, sebenarnya pihak Kajati Jawa 

Timur rela penetapan La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka oleh Kajati Jawa Timur tersebut 

diartikan tidak sah, dan dengan demikian dengan sendirinya status tersangka tersebut 

dengan sendirinya berubah bukan menjadi tersangka lagi. Putusan praperadilan oleh 

pengadilan Negeri Surabaya pada kasus tersebut ternyata ditanggapi oleh Kajati Jawa 

Timur dengan menerbitkan Sprindik baru pada subjek dan objek yang sama, yang 

memperlihatkan sikap Kajati memiliki alasan kuat yang demikan tampak dan seakan-akan 

memaksakan agar status terpidana La Nyalla Mattalitti dipertahankan dan proses 

hukumnya dilanjutkan. Disini penulis juga menilai Kajati Jawa Timur juga kurang cermat 

ketika mengeluarkan Sprindik dan menetapkan seseorang sebagai tersangka sehingga 

membuat tuntutan jaksa tidak lengkap dan mudah dibantah oleh orang yang dituntut 

dalam sidang praperadilan. Aparat penegak hukum, seperti Kajati Jawa Timur dapat saja 

melakukan kekeliruan atau kekhilafan karena aparat yang bersangkutan adalah manusia 

biasa. Oleh karena itu ketidakcermatan jaksa dalam hal melakukan penyidikan dan 

menetapkan seseorang sebagai tersangka, Seharusnya ditanggapi oleh hakim dengan 

mengabulkan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan batal demi hukum 

tanpa memasukkan unsur nebis in idem didalam putusan tersebut. Hal itu disebabkan 

orang yang mengajukan praperadilan belum memenuhi persyaratan nebis in idem 

sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang. 
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C. PENUTUP 

1.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis sampaikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan : 

a) Asas nebis in idem dalam praperadilan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku karena praperadilan tidak berhubungan dengan pemeriksaan pokok 

perkara. Oleh karena itu asas nebis in idem hanya bisa diterapkan dalam pengadilan 

yang memeriksa pokok perkara dan memperoleh keputusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap. 

b) Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 

19/PRA.PER/2016/PN.SBY bukan merupakan putusan yang berbentuk nebis in 

idem. Sebagaimana bisa diperhatikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak 

pidana korupsi penggunaan Dana Hibah KADIN tahun 2012 untuk pembelian Initial 

Public Offering Bank Jatim atas nama tersangka La Nyalla Mattalitti merupakan 

hasil pengembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan 

bantuan Dana Hibah yang diterima KADIN Jawa Timur dan  dalam perkara tersebut 

aparat penyidik menemukan bukti baru terkait keterlibatan La Nyalla Mattalitti dan 

dalam diri La Nyalla Mattaliti belum memenuhi unsur nebis in idem. 

2.  Saran 

      Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan maka guna perbaikan sistem peradilan 

pidana indonesia kedepannya, perlu disampaikan saran sebagaiberiku: 

a) Perlu adanya kejelian, kecermatan dan ketelitian terhadap aparat penegak hukum 

khususnya bagi hakim dalam menuntaskan perkara pidana di pengadilan, 

khususnya dalam perkara yang terdapat unsur penyertaan (deelneming), dan juga 

bagi aparat penyidik harus lebih berhati-hati dan cermat dalam menetapkan 

seseorang sebagai tersangka. supaya penetapan tersangka tersebut tidak mudah 

dibatalkan dalam sidang praperadilan. 

b) Dalam hal menciptakan kepastian hukum di wilayah praperadilan Perlu adanya 

pembaharuan definisi asas nebis in idem, supaya asas nebis in idem bisa diterapkan 

dalam putusan praperadilan, untuk memberikan batasan berapa kali masksimal 

jumlah untuk mengajukan praperadilan bagi pemohon. Sebab apabila pengajuan 

praperadilan dilakukan berulang-ulang kali tanpa ada akhir, maka tercipta 

ketidakpastian hukum. 
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